PETA JABATAN — DI LINGKUNGAN — BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN
GAS BUMI
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KEPMEN ESDM NO. 289.K/MG.01/MEM.S/2022 LL KESDM 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN
GAS BUMLI.

Abstrak : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, perlu
dilakukan penyusunan peta jabatan di lingkungan Balai Besar
Pengujian Minyak dan Gas Bumi. Bahwa peta jabatan di lingkungan
Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi disusun dalam rangka
meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyusunan formasi,
pengangkatan, penempatan, dan mutasi pegawai ke dalam jabatan
di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di
Lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 5 Th 2014; PP No 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No.
49 Th 2018; Perpres No. 38 Th 2020; Perpres No. 97 Th 2021,
Permen PAN & RB No. 1 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021;
Permen ESDM No. 5 Th 2022; Permen PAN & RB No. 45 Th 2022;
Kepmen ESDM No. 182.K/OT01/MEM.S/2022 jo Kepmen ESDM No.
262.K/HK.02/MEM.S/2022.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Balai Besar Pengujian
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.
Peta Jabatan di Lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas
Bumi memuat susunan nama dan tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang tergambar
dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai
dengan yang paling tinggi yang terdiri atas:
a.nama jabatan,
b.kelas jabatan;
c. persediaan pegawai, dan
d.kebutuhan pegawai.

Catatan: - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 8 Desember 2022



